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BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Karawang
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Pernizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelavanan
Perizinan dan Non Perizinan Daerah pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Karawang, agar pelayanan perizinan dilaksanakan lebih
efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);




Menetapkan

10.

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Fintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
MNomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Daecrah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah
[Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2021 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor
22);

Peraturan Bupati No 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan
Perizinan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2017 Nomor 40) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 50 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 40 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (Benita Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 50);

Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten (Berita
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OFERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU




BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Daerah Kabupaten vang selanjutnya disebut Daerah adalah
Kabupaten Karawang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom,

Bupati adalah Bupati Karawang.

. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Karawang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP
adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan
proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP
adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas
organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana
dan oleh siapa dilakukan.,

Perizinan adalah pemberian legalitas yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah yvang memiliki kewenangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang
perorangan atau badan untuk melakukan suatu kegiatan
usaha atau kegiatan tertentu.

Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,
dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan kepada orang perorangan atau badan.

Izin adalah dokumen vang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan Peraturan daerah atau peraturan lainnya yang
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau
diperbolehkan orang perorangan atau badan untuk melakukan
usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE
adalah pelayanan Perizinan yang diberikan melalu Dinas
secara Elektronik.




Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2

SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daerah il
dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas dalam penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

SOP pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daerah ini bertujuan

untuk:

a. meningkatkan kualitas layanan perizinan serta memberikan
kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam
memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

b. membantu memperlancar penyusunan langkah kerja tahapan
kerja, mekanisme serta alur kegiatan setiap melaksanakan
pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daerah;

c. meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Daerah; dan

d. sebagai acuan dalam pengukuran kinerja dalam membernkan
pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daerah.

Bagian Keempat
Manfaat

Pasal 4

Manfaat SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daerah

adalah:

a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya,

b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab individual aparatur dan organisasi secara
keseluruhan;

c. membantu aparatur menjadi lebih mandin dan tidak
tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan
mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses
sehari-hari;

d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

¢. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan
aparatur cara konkrit untuk membantu mengevaluasi usaha
vang telah dilakukan,

{. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;

g. menjamin Konsistensi pelayanan kepada pelaku usaha, baik
dari sisi mutu, waktu dan prosedur;

h. sebagai instrumen vyang dapat melindungi aparatur dan
kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan
penyimpangan;

4




i, menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, dan
j. membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam
memberikan pelayanan.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu mencakup seluruh
perizinan dan Non Perizinan Daerah selain pelayanan perizinan
berusaha vang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

(1) Perizinan dan Non Perizinan Daerah diproses melalui PSE yang
diakses melalui portal Dinas yaitu
https:/ /portal dpmptsp karawangkab.go.id.

(2) Perizinan dan Non Perizinan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

Izin praktik dokter/dokter spesialis;
Izin praktik dokter gigi;
Izin praktik perawat;
Izin praktik bidan;
Izin praktik penata anestesi;
Izin kerja sanitarian;
Izin praktik psikolog klinis;
Izin praktik terapis gigi dan mulut;
lzin praktik apoteker;
Izin praktik tenaga leknis kefarmasian;
Izin praktik fisioterapis;
Izin kerja hAsioterapis,
. lzin praktik okupasi terams;
Izin kerja okupasi terapis,
Izin praktik terapis wicara;
Izin kerja terapis wicara;
Izin kerja radiografer,
Izin kerja refraksionis optisien dan optometris;
lzin praktik teknis kardiovasluer;
surat terdaftar penyehat tradisional;
[zin pekerjaan tukang gigl;
Izin praktik elektromedis;

. lzin praktik ahli teknologi laboratorium medik;

Izin kerja tenaga gizi;

Izin praktik tenaga gizi;

Izin kerja perekam medis,

aa. lzin usaha pengelolaan kebersihan ingkungan;

bb. Izin penyelenggaraan reklame non permanen;

ce. Izin penyelenggaraan reklame permanen;
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dd. Izin pendirian satuan pendidikan untuk sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama;

ee. Izin mendirikan satuan pendidikan anak usia dini untuk
kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan paud
sejenis,

i, lzin mendirikan satuan pendidikan anak usia dini untuk
taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak luar biasa;

g lzin mendirikan satuan pendidikan nonformal lembaga

kursus dan pelatihan;

hh. Izin mendirikan satuan pendidikan nonformal kelompok
belajar;

ii. Izin mendirikan satuan pendidikan nonformal pusat
kegiatan belajar masyarakat;

iji. lzin mendirikan satuan pendidikan non formal majelis
taklim; dan

kk. Izin mendirikan satuan pendidikan non formal.

(3] SOP Perizinan dan Non Perizinan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Perizinan dan Non Perizinan Daerah yang telah diajukan dan
masih dalam proses pelayanan sebelum Peraturan Bupati ini
mulai berlaku, tetap diproses sampai dengan diberikannya
Perizinan dan Non Perizinan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati
Karawang Nomor 503/Kep.604-Hulk/2020 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang
dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Nomor 503/Kep.463/2022 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.




Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daecrah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 31 Skteber 2822

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 31 Skteber 2802

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20232
NOMOR &7 .




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DAERAH FADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP 1
Tanggal Pembuatan 11 November 2020

| Tanggal Revisi 04 April 2022

| Tanggal Efeltsf -

 Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG :
Nama SOP Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis

Dasar Huikeum @

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang-Undang Momer 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran;

Undeng-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan,

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomeor 2052 Tahun 2011

tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

1. Memahami teknis pelayanan Izin Praktek Dokter [ Dokter Spesialis;
2, Menguasai operasional komputer;

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perizinan di bidang kesehatan, khususnya pernzinan
tenaga medis.




6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nemor 22 Tahun
2016 tentang Penyclenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu; dan
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tehun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karawang.

Peralatan Pelaksana :

Keterkaitan

e Lo B~

Formulir Isian secara elektronik;
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda Aktivitas;

Peringatan |

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan lzin
Praktek Dokter/Dokter Spesialis tidak berjalan dengan baik
sesuai dengan prinsip pelayanan prima.

1.

Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten
KEarawang;

Dokumen persyaratan permohonan lzin Prakiek Dokier/Dokter
Spesialis, dalam bentuk PDF meliputi ;

a. KTP & NPWP;

b. Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI),

c. Surat Pernyatsan mempunyai tempat praktik atau surat
keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat
praktiknya;

d. Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan
dokter gigi vang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan
kesehatan Pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan
kesehatan lain secara purna walktu.

e. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi sesual tempat
praktiknya;

f. Pas foto berwarna;




g lazah;

h. rekomendasi dari kepala dinas keschatan kabupaten/kota
setempat atau pejabat yang ditunjuk (tambahan diluar
permenkes);

i. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL) dalam bentuk pernyataan mandiri
[Bagi praktik perorangan).

Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;

lzin {yang telah ditanda tangani);

Register [zin dan Arsip; dan

Tanda Terima.
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Nomor S0P 2

Tanggal Pembuatan 11 November 2020 B
Tanggal Revisi D4 April 2022

Tanggal Efeltil

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama SOFP lzin Praktck Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis

' Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

. F

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedolkteran;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011
tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan Prakiik Kedokteran;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karawang,

1. Memahami teknis pelayanan lzin Praktek Dokter Gigi/ Dokter Gigi Spesialis;
2. Menguasai operasional komputer;

3. Memshami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di
bidang kesehatan.




Eeterkaitan :

Peralatan Pelaksana ;

“80P lzin Praktik Dokter /Dokter Spesialis

hos LN

Formulir Isian secara elektronik;
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda Aktivitas,

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

= Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses
pelayanan lzin Praktek Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis
tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip
pelayanan prima.

= Surat lzin Praktik Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis
diberikan dengan mempertimbangkan keseimbangan
antara jumlah Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis dengan
kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang,

1. Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten Karawang,

2. Dokumen persyaratan permohonan lzin Praktek Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis,
dalam bentuk PDF meliputi :

B,
b.

c.

d.

e,
f.

g

KTP dan NFWP Pemohon;
STR vang diterbitkan oleh KKI;

Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari
fasilitas pelayanan keschatan sebagai tempat praktiknya;

Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi dokter gigi yang bekerja pada
instansi/fasilitas = pelayanan  keschatan Pemerintah  atau  pada
instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu.

Surat Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktiknya;
Pas foto berwarna;
Hazah.

3. lzin (vang telah ditandatangani);
4. Register dan Arsip; dan
5. Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN PRAKTIE DOKTER GIGI ATAU DOKTER GIGI SPESIALIS

Front olfios

Pengajuan Permohonsn Irsn Prabid
Doktar Copl Atey Dokter Odge Bpesialic di
lengkagd persaraan

=

Memeriicsa Kelengkapas dakuzoesn
persyamian Lan Frakk Dokrer Ok A
Droleter Gup Spasanlis

a. Jukn leaghap, proass pemeniccann
dilanputicnn. mau

b, Jika ek lengiosp. permohanan
dicembalican kepads pemrobon untuk

Faclak.

lHmridars

Pisteas il
=qiEyl BETEm

dreniging

Velsinci Persymrntan
l.ld:lmilli.pmnhmﬂ:.ﬁmllhh
lnnyut; mtau

b5 JiEa tidak valdl pEfEchoiasn
diransbaliknn umvruk diperbado

L

1 Hari Larjn

Farsmiujums Diaf

Ioput datw

.

2 idari Larjn

Dy s

Penerbitan lan Prakhk Delmer Capa ATau
Dieicter i Spenmlz

;

1 Hari Karjy

238 TarsL

Pensrunasn [mn Praknk Dolter Gup Ateu
Dolcter Digs Specmalis aleh pemchon

Lor drbar | =8
B Dragn

Salema

T nei Kajn




Nomor SOP 3

Tanggal Pembuatan 11 November 2020

Tanggal Revisi 04 April 2022

Tanggal Efelktif

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama SOP lzin Praktik Perawat
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah |
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangen antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Keschatan;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu; dan

1. Memahami teknis peleyanan lzin Praktik Perawat;

| 2. Menguasai operasional komputer; dan
3, Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang

kesehatan

e ——————————eese e




[ 1]

8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.

Keterkaitan :

Peralatan Pelaksana :

Cat- o o o

Formulir Isian secara elektronik;
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda Aktivitas.

Peringatan :

' Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses
pelayanan lzin Praktik Perawat tidak berjalan dengan
baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.

Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten Karawang;

2. Deokumen persvaratan permohonan Izin Praktik Perawat, dalam bentuk PDF meliputi:

a.

m =8

h.
lzin (yang telah ditandatanganil;
Register dan Arsip; dan

Tanda Terima.

e

KTP dan NPWP Pemohon;
Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP) yang masih berlaku;

Surat Keterangan Sehat Fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik atau Dokter
Puskesmas;

Surat Pernyatnan memiliki tempat di prakiilk mandiri ateu di fasilitas pelayanan
kesehatan di luar praktik mandiri;

Pas foto berwarna terbasa,

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
Rekomendasi dari organisasi profesi; dan
ljazah.




FLOWCHART IZIN PRAKTIK PERAWAT
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Nomor SOP 04

Tanggal Pembuatan 11 November 2020
 Tanggal Revisi 04 April 2022

Tangpal Efelctil

Disahkan Olch BUPATI KARAWANG

Mama SOP Lzin Praktik Bidan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Daerah, schagaimana telah  diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada HKepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang,

1. Memahami teknis pelayanan lzin Praktik Bidan;
2. Menguasai operasional koemputer; dan

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di
bidang keschatan.




Keterkaitan :

Peralatan Pelaksana :

Formulir Isian secara elektronik;
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda Aktivitas.

th b W W

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
Izin Praktik Bidean tidak berjalan dengan baik sesuai dengan
prinsip pelayanan prima,

1. Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten Karawang;

2. Dokumen persyaratan permohonan [zin Praktik Bidan, dalam bentuk PDF
meliputi :
a, KTP dan NPWP Pemohon;
b. Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) yang masih berlaku;
¢. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Lein Praktik:
d.

Surat Pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau di fasilitas
pelayanan keschatan di luar praktik mandiri;

Pas foto berwarna terbaru;

E.

. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Keschatan (Untuk Perijinan Praktik
Mandiri Bidan);

p. Rekomendasi dari organisasi profesi; dan

h. Ijazah.

3. lzin (vang telah ditandatangani);
Register dan Arsip; dan
5. Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN PRAKTIK BIDAN
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Nomor SOP 05

| Tanggal Pembuatan _11 November 20320

Tanggal Revisi 05 April 2022 )

 Tanggal Efcktif

Disahkan Oleh | BUPATI KARAWANG
‘. Nama SOP | Izin Praktik Penata Anestesi

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

1. Memahami teknis pelayanan [zin Praktik Penata Anestesi;

2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 2. Menguasai operasional komputer; dan
Kesehatan; 3. Memahami peraturan perundang - undangan yang berkaitan
3, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang dengan perizinan di bidang kesehatan.
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi:
5 Peratyran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan
6, Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang.
Keterkaitan PeralatanPelaksana :
- 1. Formulir Isian secara elektronik;
2. Alat Tulis Kantor;
3, Jaringan Internet;
4. Seperangkat Komputer; dan
5. Agenda aktivitas.
Peringatan ! Pencatatan dan Pendataan !

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan |
lzin Praktik Penata Anestesi tidak berjalan dengan baik sesuai
dengan prinsip pelayanan prima. |

1. Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten
Karawang;

2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Penata Anestesi, |




3.
4,
5.

dalam bentuk PDF meliputi:

KTP dan NPWP Pemohon;

ljazah;

Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi (STRPA);

Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat lzin
Praktik atau Dokter Puskesmas;

Surat Pernyataan memiliki tempat praktik di fasilitas
pelayanan kesehatan;

Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang merah;
Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesechatan;

. Rekomendasi dari organisasi profest;

Izin (yang telah ditanda tangani);

Register dan Arsip; dan

Tanda Terima.

ap TP

"

T e




FLOWCHART IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI

Prlaksans
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Nomor SOP (]
 Tanggal Pembuatan 11 November 2020
Tanggal Revisi 05 April 2022
Tanggal Efektil
Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG )
Nama SOP Izin Kerja Tenaga Sanitarian

DasarHukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

;3

Memahami teknis pelayanan lzin Kerja Tenaga Sanitarian;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga | 2. Menguasai operasional komputer; dan
Keschatan; 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
3. Peraturan  Presiden Nomor 97 Taehun 2014 tentang dengan perizinan di bidang kesehatan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitanian;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggarsan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, dan
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang.
Keterkaitan PeralatanPelaksana :
- 1. Formulir Isian secara elektronik;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Jaringan Internet;
4. Seperangkat Komputer; dan
5. Agenda aktivitas;




Penngatan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanaltan, malka proses peiﬁynnnn
lzin Kerja Tenaga Sanitarian tidak berjalan dengan baik sesuai
dengan prinsip pelayanan prima.

Pencatatan dan Pendataan :

|

2,

3.
%
5.

Karawang;

Dokumen persyaratan permohonan lzin Kerja Tenaga Sanitarian,
dalam bentuk PDF meliputi:

a. KTP & NPWP Pemohon;

b. Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian (STRTS]) yang
masih berlaku;

¢. Surat EKeterangan Sehat dari dokier yang memiliki Surat Lzin
Praktik;

d. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan

kesehatan vang bersanglutan;

Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang merah;

Relkomendasi dan kepala dinas keaehatan;

Rekomendasi dar organisast profesi;

ljazah.

Izin (vang telah ditandatangani);

Remster lzin dan Arsip; dan

Tanda Terima.

B mothop




FLOWCHART IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN
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Nomor SOP o7 —
| Tanggal Pembuatan 11 November 2020

Tanggal Revisi 05 April 2022 =
| Tanggal Efektif
| Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG -

Nama SOP lzin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK]

Dasar Hulkum :

Kualifikasi Pelaksanea :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 Tentang
Izin Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 teniang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Sam Pintu
Kabupaten Karawang,

1. Memahami teknis pelayanan lzin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK);
2. Menguasal operasional komputer; dan

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perizinan di bidang kesehatan,

Keterkaitan

Peralatan Pelaksana :

Formulir Isian secara elektronik;
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda aktivitas;

L T




Peringatan !

Pencatatan dan F-:m:lata.an 3

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK) tidak berjalan dengan baik
sesual dengan prinsip pelayvanan prima,.

1.

4.

i

Permohonan sccara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten
Karawang,

Dokumen persyaratan permohonan lzn Praktik Psikolog Klinis,
dalam bentuk PDF meliputi:

a. KTP & NPWP Pemohon;
b. [jazah;

c. Surat Tanda Regisirasi Praktik Psikolog Klinis (STRPK) yang
masih berlaku;

d. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat lzin
Praktik;

e. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat
keterangan dari pimpinan fasilitas Pelayanan Kesehatan
ternpat Psikolog Klinis berpraktik;

f. Pas foto berwarna terbaru;

g. Reckomendasi dari kepala dinas keschatan;
h. Rekomendasi dari organisasi profesi;
Keputusan lzin;

Register Izin dan Arsip; dan

Tarnda Terima.




FLOWCHART IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIPPK)
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| Nomor SOP 08
Tanggal Pembuatan 11 November 2020

“Tanggal Revisi 05 April 2022 -
Tanggal Efektif =
Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

_Nama SOP o Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut

Dasar Hukum |

Kualifikasi Pelaksana :

-

1.
2.

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Momor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. Peraturan Menteni Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 Tentang

Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang.

1
2.
3.

Menguasai operasional komputer; dan

Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perizinan di bidang keschatan, khususnya perizinan
tenaga keperawatan.

Keterkaitan

Peralatan Pelaksana :

L o

Formulir Isian secara elektronik;
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Apenda aktivitas;




Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka prn:euuh;elayanﬂn
lzin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut tidak berjalan dengan baik
sesual dengan prinsip pelayanan prima.

1.

Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kigupamn
Karawang;

Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Terapis Gigi Dan
Mulut, dalam bentuk PDF meliputi:

a. KTP & NPWP Pemohon;

b. ljazah;

c. Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut (STRTGM)
yang masih berlaku;

d. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;

e, Surat Pernyataan memiliki tempat praktik di fasilitas
pelavanan kesehatan;

f. Pas foto berwarna terbar;

g. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;

h. Rekomendasi dan organisasi profesi;

Keputusan lzin;

Register lzin dan Arsip; dan

Tanda Tenma.




FLOWCHART IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

No.
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Nomor SOP 2 )

Tanggal Pembuatan 11 November 2020

Tanggal Revisi | 06 April 2022 -

Tanggal Efektif —
Disahkan Olseh o BUPATI KARAWANG

Nama S0P Izin Praktik Apoteker

 Dasar Hukum :

———— :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 i(entang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889 /MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, lzin Praktik,
dan lxin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
ARY/MENKES/PER/V/ /2011 tentang Registrasi, lzin Praktik,
dan lzin Kerja Tenaga Kefarmasian;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penpelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Ferizinen Kepada Kepala Dinas

Penanamen Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang.

1.
2.
3.

Memahami teknis pelayanan lzin Praktik .ﬁ.putel-mr',
Menguasai operasional kemputer; dan

Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di
bidang keschatan.




HKeterkaitan :

Peralatan Pelaksana :

— 80P Izin Tenaga Kefarmasian

1.

Formulir Isian secara elektronik;

2. Alat Tulis Kantor;

Bl

Jaringan Internet;
Seperangkat Komputer; dan
Agenda Aktivitas.

Peringatan :

| Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
Izin Praktik J’meeker tidak berjalan dengan baik sesual dengan

prinsip pelayanan prima.

o &

Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten Karawang;

Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Apoteker, dalam bentuk FDF
meliputi ;

KTP dan NPWP Pemohon;

ljazah;

Surat STRA;

Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari
pimpinan fasilitae pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produlsi
atau distribusi/penyaluran;

Surat Rekomendasi dari organisasi profesi;

Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan dan;

Pas foto berwarna terbaru.

Izin (vang telah ditandatangani);

Repister dan Arsip; dan

Tanda Terima.,

ao o

m




 Pelaksans Mutn Baku
Back Office
Ne. Al fitus Pemabon. | Fromt sifios Sub Kadis Waktu Output
Verililkeator Koardinatar Hoordinstor
1 |Pengajuan Permohonan [zin Prakuk
Apoteker di leanglkap: persyaratan C:}——| mkembaikan  p—
-
2 |Memeriksa Kelengieapan doloumen
persvaratan [zin Praktik Apoteker: I
a. Jika lengkap. proses pamenksaan Momor fes
dilanjutlean; atau & 1 HEKER | metsiui sistem
b. Jika tidak lengkap, permohonan T ik
dikembalikan kepada pemaohon unouk -
| 3 (Validasi Persyaratan : :<> e l
. Jika valid, permohonan diproses lebih Ya ) Farsemujuan
larjut: atnu e o Draf
b. Jika udak valid. permohonan
dikembalikan untuk diparbackc.
4 |Persetyuan / konfirmasi
'I_:| 2 Hari kerja | Draftizin
5 |Penerbitan Isin Fraktik Apatelkes " 1 Hari Kerje | fxin Terbit
& |Penerimaan lein Praktik Apoteker cleh izin diterime
pemohon [ 1 pEmabon
7 |Selesad 7 Harl Kerja




i

e

Nomor SOP 10

Tanggal Pembuatan 11 November 2020

Tanggal Revisi : 06 April 2022

Tanggal Efelktif

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama SOP lzin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Keschatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kelarmasian;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor
889 /MENKES/PER,/V/ /2011 tentang Registrasi, lzin Prakuik,
dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang
Registrasi, lzin Praktik, dan [zin Kerja Tenaga Kefarmasian;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang.

1. Memahami teknis pelayanan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di

bidang kesehatan.




Keterkaitan :

Peralatan Pelaksana :

SOP Izin Praktik Apoteker.

Formulir Isian Secara Elektronik,
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda Aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
lzin Praktik Tenaga Tcknis Kefarmasian tidak berjalan dengan
baik sesuai dengan prinsip pelayanan primea.

Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten Karawang;

Dokumen persyaratan permohonan [zin Praktik Tenaga Teknis Kelarmasian, dalam
bentuk PDF meliputi :

g. KTP dan NPWP Pemohon;

b. Ijazah;

c. Surat Tanda Register Tenaga Teknis Kelarmasian (STRTTE);
d

Surat Pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan
pekerjaan kefarmasian;

e. Surat Rekomendasi dari organisasi yang menghimpun tenga teknis
kefarmasian;

f. Surat rekomendasi dari kepala dinas kesehatan; dan

g. Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang merah.

Izin (vang telah ditandatangani),

Register dan Arsip; dan

Tanda Terimea.




FLOWCHART IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

dilengkap:,

Felakaasns Mutu Baku
S— Back (Hlics
Pemohon | Front olfice Vel . mrﬂ:":“w ; Wl Dutput
Pengajuan Permohonan lan Prakuk
Tenaga Teknis Kefarmasian di lengkap dikerminatikan
i T 2=
Memeriksa Kelenghkapan dolnunesn
persyaratan [zin Prakuk Tenage Teknis
Kefarmasian: Ticak
a. Jika lengltap, proses pemeriksaan s Fiait ikdin Homer res
dilanjutican; atau " , melaiul gistem
b, Jika tidak lengkap. permohonan "'\\ ==
dikembalikan kepada pemohon untuk - '

Validas: Persyaratan :
a. Jiken walid, permohonan diproses lebih

Ya

lanjut; atau 1 Hari Kerja Fm;:::uun
b. Jika tidalk valid permohonan
dikembalikan untuk diperbaika.
Persamuuan [ konfirmas:

'"L..:I 4 Mari ketjs Drafy izin
Penerbitan Irin Prakrik Tenagn Tekms
Keiarmasian 1 Har Kerja izin Terbit
Penerimaan lzin Praknik Tenaga izin ditgrima
Teknis Kefarmasian olah pemohon -|: k gemphon

Selacay

T Harl Kerja




Momor SOP

11

Tanggal Pernbuatan

11 November 2020

Tanggal Revisi 06 April 2022

Tanggal Efeltif

Digahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama SOP Izin Praktik Fisioterapis
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

Undang-Undang Momor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang
Penyelengraraan Pekerjasan dan Praktik Fisioterapis;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

6. Peraturan Bupati Kerawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolasan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang.

1. Memahami teknis pelayanan lzin Praktik Fisioterapis;
2. Menguasai operasional komputer; dan

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di
bidang keschatan.

Keterkaitan :

Peralatan Pelaksana :

SOP lzin Kerja Fisioterapis

1. Formulir [zian secara elektromik;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Jaringan Internet;




4, Seperangkat Komputer; dan
5. Apenda Aktivitas.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

» Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan | 1. Permohonan secara Online melalui Portal DPMFTSP Kabupaten Karawang;

Lin le[m.l h _F'iui-:t:mpis ﬁd?‘k berjalan dengan baik sesuai 2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Fisioterapis, dalam bentuk PDF
dengan prinsip pelayanan prima. meliput ;

« Izin Praktik Fisoterapis diberikan kepada Fisioterapis yang TP dan NPWP Pemohor:
telah memiliki Surat Tanda Register Fisioterapis [STRF). 8. KIROR abpm;
b. ljazah;
c.  Surat Tanda Register Fisioterapi (STRF);
d. Surat Keterangan Schat dari Dokter yang memilila Surat Lzin Prakitik;

e.  Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri;

{. Pas folo berwamna terbaru berlatar belakang warna merah;
g. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, dan
h. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

3. lzin (yvang telah ditandatangani);

4. Register dan Arsip; dan

5. Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS

Back Office
Ko, Aktifitas Pemchon | Front office 3 Sab K Ainat Kadis Walrtn Cutput
Varif Koordinator
I |Pengajuan Permohonan lan Praktuk
Fistoterapis di lenghap peruvaratan {::}———' dJl:Tb-Hil!il'l |(—
2 |Memeriksn Kelengkapan doloumen
persyvaratan [zin Prakuk Fiswoterapis:
|a. Jilea lengkap, proses pemeriksaan Ticiak Nomor resi
dilaryyutican: ataul \_/.ﬁ\ 1 Harl ke melalul sistem
b. Jika tidak lengkap, permohonan N7 Titak
dikembalikkan kepada pemohon untuk ¥a
dilengkapi.
3 |Validasi Persvaratan : ..<> .
a. Jika valid. permohonan diproses lebih " ¥a Persetujuan
lanjut: atau it Sage Draf
b. Jika tidak valid. permchonan
dikembalilean untuk diperbaila.
4 |Perserujuan /[ konfirmasi
"l_j & Har Ksija Draft izin
F. . - .
1 rapis
5 |Panerbitan [zin Prakitik Fisioteérsps 1 Hari ket kein Tertit
£ |Penerimasn lnn Prakrike Fisioterams Izif diterima
cleh pamohon (:}( pemohan
T |Salesm

7 Har Eerja




Nomor SOP 12

Tanggal Pembuatan 11 November 2020
Tanggal Revisi 07 April 2022

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG
Nama SOP Izin Kerja Fisioterapis

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesechatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan,

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyclenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri keachatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Fisioterapis;
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Karawang.

1. Memahami teknis pelayanan [zin Kerja Fisioterapis;
2. Menguasai operasional komputer; dan

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di
bidang kesehatan.

Keterkaitan :

SOP lzin Praktik Fisioterapis.

1. Formulir Isian secara elektronik;
2. Alat Tulis Kantor;

3. Jaringan Internet;

4. Seperangkat Komputer; dan




5. Agenda Aktivitas.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

"« Jika prosedur ini tdak dilaksanakan, maka proses pelayanan | 1. Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten Karawang;
Izin Kerja Fisioterapis tidak berjalan dengan baik sesuai dengan | o  pocimen persyaratan permohonan lzin Kerja Fisioterapis, dalam bentuk PDF
prinsip pelayanan prima. meliputi ;

» Izin Kerja Fisoterapis diberikan kepada Fisioterapis yang telah a. KTP dan NPWP Pemohon;
memiliki Surat Tanda Register Fisioterapis (STRF). b. Tiazah:

. Burat Tanda Register Fisioterapis (STRF);

c
d. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat lzin Praktik;
e

. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri;

f. Pas foto berwarna terbaru beriatar belakang warna merah;
g. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang; dan
h. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

3. lzin (yang telah ditandatangani),

4. Register dan Arsip; dan

5. Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN KERJA FISIOTERAPIS

Pelaksans Mutu Baku
Back Office
[ . Alkctifitas Kadis Waktu Catput
Pemobion: | Pembofibes | wasitbes: | g 00 Koordinator
i |Pengajuan Permohonan Izin Kenja
2 : _—l cekembalican
Fisioterapis di langkapi persyvaratan ':::}"" 1
2 |Memeriksa Kelengkapan dolcumen
mmmn Izin Kerja Fﬂmi: Yidak
a. Jika lengkap, proses pemerilksaan Nomaor resi
dilanjutkan; atan THariKer® | o elstul sistem
b. Jikka tidak lengkap, permohonan Tidok
dikembalikan kepada pemohon unmulk Ya
dilenghkapi,
3 |Validas: Persyaurnatan i j\
a. Jike valid, permohonan diproses lebih n\,.r"" Yo 1 Hari Keria Perseiujuan
lamjut; atat Craf
{b. Jika ndak valid, psrmohonan
dikembalilan untuk diperbaili.
2 |Persetujuan / konfirmasi
'm 4 Hari Kerja Draft kzin
5 |Penerbitan lzin Kera Fisioterapis :E 1 Hari Eetja Izim Terit
& |Penerimaan Izin Kerja Fisioterapis oleh izin diterima
pemolon ( }'-T pemahon

Selesai

T Haii Eatja




Nomor SOP 13

Tangpal Pembuatan 11 November 2020

Tanggal Revisi 07 April 2022

Tanggal Efektf

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama SOP Izin Praktik Okupasi Terapis
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Keschatan;

4. Permturan Presiden WNomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanen Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Okupasi Terapis;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

6, Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang,

1. Memahami teknis pelayanan [zin Praktik Okupasi Terap:s;
2. Menguasai operasional komputer; dan

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di
bidang keschatan.

Keterkaitan ;

Peralatan Pelaksana :

SOP Izin Kerja Okupasi Terapis.

1. Formulir [sian secara elektronik;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Jaringan Internet;




4. Seperangkat Komputer; dan
5. Apenda Aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan lzin
Praktik Okupasi Terapis tidak berjalan dengan baik sesuai
dengan prinsip pelayanan prima.

1. Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten Karawang;
2. Dokumen persyaratan permohonan lzin Praktik Okupasi Terapis, dalam bentuk
PDF meliputi ;
a. KTP dan NPWP Pemohon;
b, lazah:
e, Surat Tanda Register Okupasi Terapis (STROT),
d. Surat Keterangan Schat dari Dokter yang memiliki Surat lzin Praktik;

e,  Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri;

f.  Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang warna merah;
g. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang; dan
h. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

3. Izin (yang telah ditandatanganil,

4. Register dan Arsip; dan

5. Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

Pelaksana Mutu Baku
” Bachk Oifice
a. Altifitan W Dutput
Pemohon | Front office | !::."r Eaaniibiestin Kadis nletu L
! |Pengajuan Permohonan Izin Praktik
. y X T dikembalikan |'(—
Oloupasi Tirnpis di lengkap D a
2 |Memeriksa Kelengkapan dolumen
persyaratan lzin Praktik Okupas:
Terapis: Tk MomoT res
a. Jika lengkap. proses pemeriksaan O RO | it Slstiin
dilanjutican; atan 7‘<>_‘
b. Jiks tidalk lengkap. permohonan Tk
dikembalikan kepada pemohon untuk ¥a
3 |Validasi Persyvaratan : M|
a. Jika valid, permohonan diproses lebih " Persetujuan
lanjut; atau 3 Tark e Craf
b. Jika udak valid, permchonan
dikembalikan untuk diperbajic.
4 |Parsstujuan /| konfirmas:
m 4 Hari Kere Drafr Izin
5 |Penerbitan Izin Praktk Okupas: i i
Terapis ;L | 1 Han kerja Izin Terkit
& |Penerimaan [zin Praktik Okupas: Izin diterima
Terapis cleh pemohon D€ pemahon
T |Belezaa

T Hari Kers




Nomor SOP 14

Tanggal Pembuatan 11 November 2020

Tanggal Revisi 07 April 2022

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPAT]I KARAWANG

Nama SOP Izin Kerja Okupasi Terapis
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; | 1. Memahami teknis pelayanan lzin Kerja Okupasi Terapis;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga | 2. Menguasai operasional komputer; dan

Keachatan,; 3., Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang bidang kesehatan.
Penyelenpgaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Penvelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Okupasi
Terapis,

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu; dan
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karawang.

Keterkaitan : Peralatan Pelaksana :

SOP Izin Praktik Okupasi Terapis. 1. Formulir Isian secara elektronik;
2, Alat Tulis Kantor;
3. Jaringan Internet;




4., Seperangkat Komputer; dan
5. Agenda Aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
lzin Kerja Okupasi Terapis tidak berjalan dengan baik sesuai
dengan prinsip pelayanan prima.

1.
2.

Permoheonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten Karawang;

Dokumen persyaratan permohonan lzin Kerja Okupasi Terapis, dalam bentuk FDF
meliputi ;

a. KTP dan NPWP Pemohon;

b. ljazah;

c. Surat Tanda Register Okupasi Terapis (STROT]);

d. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

e. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau
tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri;

f. Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang warna merah;

g. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang; dan
h. Rekomendasi dan Organisasi Profesi.

Izin (yang telah ditandatangani);

Register dan Arsip; dan

Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS

Abtifiten

Felaksans

Femohon

Back Ofiice

Froot office

Varifileator

Sub

Keozdinator

Pengajuan Permohonan [zin Kerja
Okupasi Terapis di lengkapi persyaratan

dilenrm

Memeriksa Kelengkapan dokumen
parsvaratan lzin Kerja Okupasi Terapis:
a Jika lengkap, proses pemeriksaan
dilanjutkagn; atau

b. Jika tidak lengkap. permohonan
dikembalikan kepada pemohon untuk

dilengkapi.

LE ]

LHar Kerja

Nomor rég
mefalul 5istem

Validasi Persyvaratan :
a. Jika valid, permohonan diproses lebih
lanjut: atau

b. Jika tidak valid. permohionan
dikembalikan untul diperbaiki.

1 Hari Kerja

Persetujusn Oraf

L]

Persetujuan / konfirmasi

& Harl Kerla

Dvaft lzin

Ponerbitan lzin Kerja Okupasi Terapis

I Hari Kerja

izim Terhit

Penerimaan [zin Kerja Okupasi Terapis
oleh pemohon

lzim diterima
pemahon

Salesal

T Hari Ker|y




Nomor S0P 15
Tangpgal Pembuatan 11 November 2020
Tanggal Revisi 07 April 2022
Tanggal Efelctil
Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG
Nama SOP Izin Praktik Terapis Wicara

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 1. Memahami teknis pelayanan lzin Praktik Terapis Wicara;

2. Undang-Undang MNomer 36 Tahun 2014 tentang Tenaga | 2. Menguasai operasional komputer; dan

Eesehatan; 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang bidang keschatan.
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Terapis Wicara;

5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayenan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang.

Keterkaitan : Peralatan Pelaksana :

— S0P Izin Kerja Terapis Wicara. 1. Formulir Isian secara elektronik;
2. Alat Tulis Kantor;

3. Jaringan Internet




4. Seperangkat Komputer; dan
5. Agenda Aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

lzin Praktik Terapis Wicara merupakan bukti tertulis
pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan
terapis wicara secara mandiri.

lzin Praktik Terapis Wicara diberikan kepada Terapis Wicara
yang telah memiliki Surat Tanda Register Terapis Wicara.

lzin Praktik Terapis Wicara berlaku sepanjang Surat Tanda

Register Terapis Wicara masih berlaku dan dapat diperpanjang
kembali selama memenuhi persyaratan.

1. Permohonan secara Online melalui Portal DPFMPTSP Kabupaten Karawang,

2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Terapis Wicara, dalam bentuk
PDF meliputi ;

.

L
B-

h.

pae g

KTP dan NPWP Pemohon;

ljazah;

Surat Tanda Register Terapis Wicara [STRTW);

Surat Keterangan Schat dari dokter yang memiliki Surat [zin Praktik;

Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau tempat praktik mandiri;

Pas foto berwarna terbaru berlalar belakang merah;
Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerawang; dan
Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

3. lan (vang telah ditandatangani};

i

Register dan Arsip ; dan

5. Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA

dikembalikan kepada pemohon untuk

Pelaksans Muta Balai
Back Office
No. Aktifitan Walkt Qut
Pemohon | Front office Virifikntor l“:;h Koo Kadis u put
! |Pengajuan Permohonan Izin Prakhik l - =
Terapis Wicara di lenglkap: persyaratan D(_ dmvf:mhu = |
2 |Memeriksa Kelengkapan dokumen
parsyaratan [zin Praktik Terapis
Wicara: Ty Nomar resi
a Jika lengkap. proses pemenksaan 1 Har Kena Rl sose
dilanputikcan; amau >
b. Jiﬁ tidak lengkap. permohonan N " Tidlak
g

3 |validasi Persyvaratan : o,

a. Jika valid, permohonan diproses letah "'\_/ Yo o Persetujuan

lanjut: atau s Draf

k. Jika tidak valid, permcohonan

dikembalikan untuk diperbaiki.
5 |Persetnujuan [ konfirmasi

II:j 4 Har Kens Draft lon
¥ =T -

& |Penerbitan [zin Praktik Terapis Wicara o o e st Tesksit
T |Penerimaan lzin Prakuk Terapis Wicara Izin diterima

cleh pemohon {:l+ pemghan
g |Selasas 7 Hari Ketja




Nomor SOP 16

Tanggal Pernbuatan 11 November 2020
Tanggal Revisi 11 April 2022

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG
Nama SOP Izin Kerja Terapis Wicara

Dasar Haokum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjanan dan Praktik Terapis Wicara;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kerawang,

Memahami teknis pelayanan [zin Kerja Terapis Wicara,
2. Menguasai operasional kemputer; dan

Memahami peraturan perundang-undangan vang berkaitan dengan perizinan di
bidang kesehatan.

Keterkaitan ;

Peralatan Pelaksana :

SOP lzin Praktik Terapis Wicara.

1. Formulir Isian secara elcktronik;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Jaringan Internet;




4. Seperangkat Komputer; dan
5. Agenda Aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

» Izin Kerja Terapis Wicara merupakan bulkti tertulis pemberian
kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan terapis
wicara pada [asilitas pelayanan kesehatan.

* Izin Kerja Terapis Wicara diberikan kepada Terapis Wicara
vang telah memiliki Surat Tanda Register Terapis Wicara.

« lzin Kerja Terapis Wicara berlaku sepanjang Surat Tanda
Register Terapis Wicara masih berlaku dan dapat diperpanjang
kembali selama memenuhi persyaratan

1. Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten Karawang,

2. Dokumen persyvaratan permohonan lzin Kerja Terapis Wicara, dalam bentuk
PDF meliputi ;

a. KTP dan NPWP Pemohon;

ljazah;

Surat Tanda Register Terapis Wicara (STRTW);

Surat Keterangan Schat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

Surat Pernvataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau tempat praktik mandiri;

i. Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang merah;
g. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kessharan Kabupaten Karawang: dan
h. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

3. lzin (vang telah ditandatangani);

4. Repister dan Arsip ; dan

L I

5. Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN KERJA TERAPIS WICARA

Felaksana Mutu Baku
Back (Hfice
i Adificas Pemobon | Front offics Sub s Kadia Waktu Output
Verifilkatos Koordi o o
! |Pengajuan Permohenan lzin Kerja ’
Terapis Wicara di lengkapi persvaratan (e "'“;""“'"“"
2 |Memeriksa Kelengkapan dolkumen
persyaratan Izin Kerja Terapis Wicara:
a. Jika lengkap, proses pemeriksaan Tidak SR~
dilanjutkan: atau LHariBerie | ialui sistem
b. Jika tidak lengkap, permohonan ::.\‘ g
dikembalikan kepada pemochon untuk e
dilengkapi.
3 |Validasi Persyaratan : . 't
a Jika valid, permchonan diproses lebih = Ve
lanjut: atau 1 Heri Kerja  |Persetujuan Draf
b. Jika tidak valid, permohonan
dikembalikan untuk diperbaili.
4 |Persetujuan / kenfirmasi
I_:] & Hari Ker|s Draft izin
5 |Penerbitan lzin Kerja Terapis Wicara
.._|__| 1 Harl Kerja Izim Terbit
hi-
6 |Penerimaan Izin Kerja Terapis Wicara S
oleh pemohon (e pemahan

Salatad

F Hari Kera




| Nomor SOP 17
Tanggal Pernbuatan 11 November 2020
Tanggal Revisi 11 April 2022

| Tanggal Efektif

' Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

| Nama SOP lzin Kerja Radiografer

Dasar Haukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kezehatan;

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;

5. Peraturan Daergh Kabupaten Kerawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

6. Peraturan Bupati Kerawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan

Perizinan dan Non Periginan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Karawang,

1. Memahami teknis pelayanan lzin Kerja Radiografer;
2. Menguasai operasional komputer; dan

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di
bidang keschatan.

Keterkaitan :

Peralatan Pelaksana :

1. Formulir [sian secara elektronik;
2. Alar Tulis Kantor;
3. Jaringan Intermet;




4. Seperangkat Komputer; dan
5. Agenda Aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
Izin Kerja Radiografer tidak berjalan dengan baik sesuai dengan
prinsip pelayanan prima.

Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten Karawang;

2. Dokumen persyaratan permohonan lzsin Kerja Radiografer, dalam bentuk PDF
meliputi;

KTP dan NPWP Pemohon;

ljazah;

Surat Tanda Register Radiografer (STRR);

Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memilili Surat Izin Prabetil

Surat Keterangan Bekerja dari fasilitas pelayanan keschatan yang bersangkutan;

Pas foto berwarna terbara berlatar belakang warna merah;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang; dan

. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

3. lzin (vang telah ditandatangani);

4. Register dan Arsip; dan

5. Tanda Terima.

o o Sl

o —————————————————————————55555555555




FLOWCHART IZIN KERJA RADIOGRAFER

Abetifitan

Mutu Halm

FPemohoen

Back Oifics

office
Front Varif Bub

Eoordinstor

Kadin

Oatput

Pengajuan Permchonan lzin Kerja
Radiografer di lengkapi persyaratan

diembalican

Memeriksa Kelengkapan dolumen

a. Jika lengkap, proses pemeriKsaan
dilanjutkan; atau

b. Jika tidak lengkap, permochonan
dikembalikan kepada pemohon untuk
dilengkapi.

Tidak

Ya

1 Hari Kesja

Nomar res:
mielalui sistem

Validagi Persvaratan :
a. Jika valid, permohonan diproses lebih

Janjut; atau 1 Hari Kerja |Persetujvan Oral
b. Jika tidak valid, permohonan
dikembalikan untuk diperbaiki.
4 |Persetujuan / konfinnasi &y
4 Hari Ker| Or
E ari Kerla irn
= |Penerbitan lzin Kerja Radiografer
- 1 Hari Kerja Lpim Terkit
'f_]
& |Penerimaan lzin Kerja Radiografer oleh izin diter
- LhErima
pemchon { }., pemohon
T | Selesal
T Hark Keris




Nomor S0P 18

Tanggal Pembuatan 11 November 2020
 Tanggal Revisi 11 April 2022

Tangeal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama SOP

Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris

Dasar Hulkum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.
2.

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Keschatan;

Peraturan Presiden Nomer 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 19 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

Peraturan Bupati Karawang Momor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Karawang.

1. Memahami teknis pelayanan Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris;
2. Menguasai operasional kemputer; dan

3, Memahami peraturan perundang-undangan vang berkaiten dengen perizinan
di bidang kesehatan.

Keterkaitan :

Peralatan Pelaksana :

"~ SOP Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris.

1. Formulir [sian secara clektromils
2. Alat Tulis Kantor;

3. Jaringan Internet;

4. Seperangkat Komputer; dan




5. Agenda aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan @

» lzin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris merupakan
bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan
praktik Refraksionis Optisien dan Optometris pada fasilitas
pelayanan kesechatan.

» Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optimetris berlaku
sepanjang Surat Tanda Register Refraksionis Optisen dan/atau
Surat Tanda Register Refraksionis Optimetris masih berlaku dan
dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan.

1.
2.

Permochonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten Karawang;

Dokumen persyaratan permchonan lzin Kerja Refraksionis Oplisien dan
Optometris, dalam bentuk PDF meliputi ;

a, KTP dan NFWP Pemohon;

b.

.

d.

.

f.

g
. Rekomendasi dan Organisasi Profesi.

h

ljazah;

Surat Tanda Register Refraksionis Optisien [STRRO)] atau Surat Tanda
Register Refraksionis Optometris (STROJ;

Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan;

Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang warna merah;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;

lzin (yang telah ditandatanganil;
Repgister dan Arsip; dan
Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMETRIS

Aktiflitam

Pelaksans

Front offics

Back Office

Varifiostor

Bub
Koordinatar

Koordinstor

Kadin

Pengajuan Permohonan lzin Kerja
Refraksionis Optisien dan Optometris di
lengkapi persyaratan

dikembal kan

Memeriksa Kelengkapan dokumen
persyaratan lzin Kerja Refraksionis
Optisien dan Optomatris:

a. Jika lengkap. proses pemeriksaan
dilanjutkan; atau

b. Jika tidak lengkap. permohonan
dikembalikan kepada pemohon untuk

Ticlak

¥a

1 Harl Eerja

Momar resi
melplyi sistem

Validasi Persvaratan !

a. Jika valid, permohonan diproses lebih
lanjut: atau

b. Jika tidak valid, permohonan
dikembalikan untuk diperbaili.

1 Han Kerja

Persetujuan Draf

Persetujuan /| kenfirmas:

4 Har Kerjs

Oraft im0

Penerbitan lzin Kerja Refraksionis
Optisien dan Oplometris

1 Hari Kerja

tgin Terbit

Penerimaan lzin Kera Refraksionis
Optisien dan Optometris oleh pemchon

Lzin diterima

pemahian

Selesad

¥ Har: Eerja




Nomor SOP B 19
| Tanggal Pembuatan . | 11 November 2020
| Tanggal Revisi | 11 April 2022
Tanggal Efelktif B
Disahkan Oleh . | BUPATI KARAWANG
Nama SOP B Izin Praktik Teknis Kardiovaskuler
Dasar Hukum : Hualifikasi Pelaksana :
1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: | 1. Memahami teknis pelayanan lzin Praktik Teknis Kardiovaslouler;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 2. Menguasai operasional komputer; dan
Keschatan; 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang dengan perizinan di bidang keschatan.
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4, Persturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang

Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknis Kardiovaskuler;

5. Peraturan Daerah Kabupaten HKarawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tlentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas |
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kabupaten Karawang.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana :
- 1. Formulir Isian secara clektronik;
| 2, Alat Tulis Kantor;
3. Jaringan Internet;
4. Seperangkat Komputer;
o 5. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Izin Praktik Teknis Kardiovaskuler merupakan bukiu tertulis
pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Teknis
Kardiovaskuler secara mandiri.

1.

2.

Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten
Karawang;

Dokumen persyaratan permohonan lzin  Praktik
Kardiovaskuler, dalam bentuk PDF meliputi;

Teknis




KTP dan NPWF Pemohon;

ljazah;

Surat Tanda Regiter Teknisi Kardiovaskuler (STR - TKV);
Surat keterangan schat dari dokter yang memiliki surat izin
praktik;

Surat keterangan bekerja dari Fasiltas Pelayanan Kesehatan
yang bersanglutan;

Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang merah;
Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan; dan
Rekomendasi dari Organisasi Profesi,

3. I-nn (yang telah di tanda tangani);

4. Register Izin dan Arsip; dan

5. Tanda Terima.

apoE

w

ol




FLOWCHART IZIN PRAKTIK TEKNIS KARDIOVASKULER

Abtifitnm

Mutn Haka

Pemokhon

Front office

Back Ofiics

Veri fikator

Bl
Koordinstar

Hoordinstor

Ohut put

Pengajuan Permohonan [zin Praktik
Teknis Kardiovaskuler di lengkapi
parsvaratan

dicernbalikan

L]

Memeriksa Kelengkapan dokumen
persyaratan [zin Praktik Teknis
Hardiovraskular

& Jika lengkap, proses pemeriksaan
dilamjutkan: atau

b. Jika tidak lengkap. permohonan
dikembalikan kepada pemohon untuk

Ticak

1 Harl Kerps

Momor res:
melaiul sistem

Validasi Persyaratan

a. Jika valid. permohonan diproses lebih
lanjut: atau

b. Jika tidak valid, permohonan
dikembaliltan untuk diperbaild,

1 Hari Kerja

|Persetujuan Draf

Persetujuan [ konfirmasi

& Hari Kera

Draft inn

Panerhitan Izin Praktik Teknis
Kardicvaskoaler

1 Hari Kefia

Igim Tkt

Penerimaan [zin Prajtik Teknis
Kardiovaskuler oleh pamohon

i#in dilerima

Selesal

7 Mar: KEsris




Nomor SOP 20

Tanggal Pembuatan 11 November 2020

Tan Revisi 12 April 2022

Tanggal Efektif . .
Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama SOFP Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).

Diasar Huloum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Kesshatan Tradisional;

Peraturan Pregiden Nomor 97 Tahun 2014 lentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 61 Tghun 2016 tentang
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang.

3.

s

2.

Memahami teknis pelayanan lzn Praktk Tensga Keschatan
Tradisional;
Menguasai operasional komputer; dan

Mcmahami peraturan perundang-undangen yang berkaitan
dengan perizinan di bidang kesehatan.

Keterkaitan

Peralatan Pelaksana :

B o0

Formulir [sian secara elektronike;
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda aktivitas;




F'l:ringat:an ]

Pencatatan dan Pendataan !

Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT)
berlaku untuk 1 (satu)] tempat praktik pada lokasi yang
ditetapkan dalam Izin yang bersangkutan.

1.

2.

o

Permohonan secara Online melaii Portal DPMPTSP Kabupaten
Karaweng;

Dokumen persyaratan permohonan lzin  Praktik Tenaga
Keschatan Tradisional, dalam bentuk PDF meliputi :

a  KTP dan NPWP Pemohon;

b. Surat pernyataan mengenal metode atau teknik pelayanan
yang diberikan;

Pas foto berwarna terbaru berlatar belalkkang merah;

d. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau
desa;

o

e. Surat pengantar puskesmas;

1. Surat rekomendasi dari dinas kesehatan; dan
g.  Surat Rekomendasi dari asosiasi sejenis,

Izin (yang telah ditandatangani);

Register lzin dan Arsip ; dan

Tanda Terima.




FLOWCHART SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)

At fitmm

Pelaksans

Mt Halen

Pemohon

Front office

Back Office

Verifikator

Sub
Hoordinator

HKoordinates

Crutput

FPengajuan Permohonan Surat Terdaftar
Fenyehat Tradisional (STPT)| di lengkap
persyaratan

C

Memeriksa Kelengkapan dokumen
parsyaratan Surat Terdaftar Penvehat
Tradissonal (STFT):

a. Jika lengkap. proges pemeriksaan
dilappatlean: atan

b. Jika tdak lengkap, permochonan
dikembalikan kepadn pemohon untuk
dalenpgicapd.

o=

Tiahak:

1 Hari Earja

Nomor iesi
melalui §istem

Validasi Persyaratan :

a. Jika valid permohonan diproses lebdh
lampat: atan

b. Jika tidak valid, permohonan
dikembalikan unnabk diperbaiki.

1 Hari Kerja

Persetujunn
Dwaf

Parsannjuan [ konfirmasy

il Hari Kens

Orafy lzin

Penerbitan Surat Terdaftar Panyvehat
Tradisional (STPFT)

1 Hari Kefjs

Eim Terb

Penerimann Surat Terdafiar Fenvelhat
Tradisional (STFT) cleh pemohon

kzin diterima
pemohon

Selena:

T Har Eerja




MNomor SOP = | 21
| Tanggal Pernbuatan 11 November 2020 o
Tanggal Revisi 12 April 2022

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama SOP Izin Tukang Gigi

Kuglifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

1.

Memahami teknis pelayanan lzin Tukang Gigi;

2. Undang-Undang Momor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 2. Menguasai operasional komputer: dan
REETRERO; 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang dengan perizinan di bidang kesehatan, khususnya perizinan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; tenaga pelayanan medis.
4, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tehun 2014 tentang
Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang
Gigd;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nemor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggarsan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang.
Keterlaitan PeralatanPelaksana |
- 1. Formulir Isian secara elektronik;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Jaringan Internet;
4. Seperangkat Komputer; dan
5. Agenda altivitas;




Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses i:l_e-la].ranan
Izin Tukang Gigi tidak berjalan dengan baik sesuai dengan
prinsip pelayanan prima.

1.

Fermohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten
Karawang;

Dokumen persyaratan permohonan lzin Tukang Gigi, dalam

bentuk PDF meliputi :

a. KTP dan NFWP Pemohon;

b. Biodata Tukaeng Gigi;

e. lzin Tukang Gigi yang teleh dimilild sebelumnya (bagi yang
sudah memiliki);

d. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan
pekerjaan schagai Tukang Gigi;

e. Surat Rekomendasi dari organisasi ukang gigi sctempat yang
diakui oleh Pemerintah;

f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah yang
memilils Surat [#=n Praltils

g- Pas Foto terbaru berlatar belakang merah; dan
h. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
Izin (yang telah ditandatangani);

Register [zin dan Arsip; dan

Tanda Terima,




FLOWCHART IZIN PEKERJAAN TUKANG GIGI

Pelaksana Mutu Bakn
N Aktifitas e
i Pemochon | Front office Sub Hadis Waktu Output
Verilikstor Koordinator
Koordinetor
1 |Pengajuan Permohonan Izin Pekeraan
Tukang Gagi di lengkapi persyaratan (C_k “:m"""
2 |Memeriksa Kelengkapan dolcumen
persyaratan lzin Pekenjaan Tukang
| Crig: !
a. Jika lengkap, proses pemeriksaan 1 Hari Ketja m::ﬂ?rs:::m
[dilanjutican: atau
b. Jika tidak lengkap, permohonan Ticiak
|dikembalikan kepada pemohon untuk Ya
3 |Validasi Persyaratan : '_____I_
a. Jika valid. permohonan diproses lebih 5 Ya A
Iasgut; arau 1 Hafl Kerja Drat
b, Jika tidak valid, permohonan
[dikembalikan untuk diperbaila.
4 |Persstujuan [/ konfirmasi
:D £ Harn Kera Draft iz
5 |Penerbitan lzin Pekenaan Tukang Gigi
;E 1 Hari Eerja Izim Terbit
& |Penerimaan lznin Pekerann Tukang Gagi e
oleh pemohon (e s

Selesad

7 Hari Eerja




Nomor SOP 2 =

| Tanggal Permbuatan 11 November 2020

“Tanggal Revisi 12 April 2022

Tanggal Efektil =

| Digahkan Oleh BUPATI KARAWANG .
| Nama SOP Izin Praktik Elektromedis

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

3 liﬁ;iﬁng-l.!ndﬂng Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Peraturan Presiden Nomer 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintug

4, Peraturan Menteri Keschatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satm
Pintu; dan

6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang,

1. Memahami teknis pelayanan Izin Praktik Elektromedis;
2. Menpuasai operasional komputer; dan

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perizinan di bidang kesehatan, khususnya perizinan
tenaga pelayanan medis.

Keterlaitan

Peralatan Pelaksana ;

Formulir Isian secara elektronik;
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda aktivites;

R




Peringatan : _

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
Izin Praktik Elektromedis tidak berjalan dengan baik sesuai
dengan prinsip pelayanan prime.

Pencatatan dan Pendataan :

e T T T T

1.

2.

Karawang,

Dokumen persyaratan permohonan lzin Praktik Elektromedis,
dalam hentuk PDF meliputi :

a. KTP dan NPWP Pemohon;

b. ijazah;

e. Surat Tanda Register Elektromedis (STR-E);

d.  surat keterangan schat dari dokter yang mempunyai surat
izin praktik;

e. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau Fasilitas Keschatan yang bersangkutan;

f. pasfoto berwarna terbaru berlatar belakang merah;
g. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan; dan

h. rekomendasi dari Organisasi Profesi,

lzin [yvang telah di tanda tangani);

Register Izin dan Arsip; dan

Tanda Terimea.




FLOWCHART IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

Pelaksana Mutu Baku
N Atilitan Offie
o. i :
Pemohon | Front office Yaritikatin Sub Kocrdinates Kadis Waltu Output
Koordinator
! |Pengajuan Permohonan Izin Prakuk 2
Elekuromedis da lengkapi persyaratan D - i -
3
2 |Memeriksa Kelengkapan dokumen
persyaratan Izin Praktik Elektromed:s:
a. Jika lenglcap, proses pemerikKsann Tidak Namar res:
dilamjutkan; atau +Hwifmin melalul sistem
b. Jika tidak lengkap, permohonan />-
dikembalikan kKepada pamohon untuk ™~ Ticiak
dilengkapi. e
2 |Validasi Persyaratan : N ol
a. Jika valid, permohonan diproses lebih NS m Persetujuan
lanyut: atau Tt Kerin Draf
b. Jika udak valid, permochonan
dikrembalikan untuk diperbaiki.
4 |Persetujuan / konfirmas:
..‘-JI_ | & Harn Ketja Draf iz
2 |Penerbitan [zin Praktik Elsktromedis
}JI: 1 Hari Ketja fzin Terbit
6 |Pepnerimaan Izin Prakuk Elskiromedas Leti ditetima
oleh pamohon D pemahon

Selegm

7 Hari Kerja




Momor SOP a3

Tanggal Pembuatan 11 November 2020 ) ]
Tanggal Revisi 12 April 2022

Tanggal Efeltl

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama SOP - Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang MNomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelengparaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Izin dan Penyelenggaraan  Praktik Ahli Teknologi
Laboratorium Medik;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggarean Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangasn Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang.

1. Memahami teknis pelayanan Izin Praktik Ahli  Teknologi
Laboratorium Medik;
2. Menguasai operasional komputer; dan

3. Memehami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perizinan di bidang keschatan, khususnya perizinan
tenaga pelayanan medis.

Keterkaitan

Peralatan Pelaksana :

Formulir Isian secara elektronik;
Alat Tulis Kantor,

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda aktivitas;

A e a0 RO s




|
| Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
| Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik tidak berjalan
l.']l:ngﬂn baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.

1.

2.

Permohonan secara Online melalui Fortal DPMPTSP Kabupaten
Karawang;

Dokumen persyaratan permohonan lzin Praktik Ahli Teknologi
Laboratorium Medik, dalam bentuk PDF meliputi :

a. KTF dan NPWP Pemohon;

b. ijazah;

c. Surat Tanda Register Ahli Teknologi Laboratorium Medik
(STR-ATLM);

d. surat keterangan sehat dari dokier yang mempunyai surat
izin praktilk;

c. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;

. pasfoto berwarna terbaru berlatar belakang merah;

g. rekomendasi dari kepala dinas keschatan; dan

h. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

[zin (yvang telah ditandatangani);

Register lzin dan Arsip; dan

Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

Aktifitas

Palaksana

Mutu Balku

Femohon

Front affics

Back Offics

Verifikator

Sub
HKoordinatos

Eadis

Pangajuan Permohonan lzin Praknuk
Ahli Teknologi Laboratorium Medik da
lenglkap persvaratasg

dikembaiican

!(~—|

£

Memenksa Kelengkapan doloumen
parsyaratan [zan Prakuk Ahli Teknologi
Labaratorivm Medike:

a Jika lengleap, proces pemenkeaan
dilanjutican; atau

b. Jika tidak lengkap, permohonan
dikembalikean kepada pemohon untulk
dilenghkap.

Tdak

-

Ya

Tidak

1 Hari Kerja

Nomor resi
melaiul sisoEm

% |Validas: Persyaratan : _J,-""\
a. Jiks valid, permohonan diproses letih "'\/ Ya sorsenuliain
Inngat: atam 1 Harl Rerja i
b. Jika tidak valid, permohonan
4 |Perserujuan | konfirmasi
’I I L Harl Ksrpa Dirafe izin
3 |Penerbitan lan Praktuk Ahli Teknologt
Lakoratorium Medile :E 1 Hari Kerja Izin Terbit
& |Penerimaan [zin Praktik Ahli Teknolog
1 lah hon D fzin diterima
Laboratorium Medik oleh pemo i

Selesm

T Hari Kerjs




Nomor SOF 24
Tanggal Pembuatan 11 Navember 2020
 Tanggal Revisi 12 April 2022
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG
Nama SOP Izin Kerja Tenaga Gizi

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

e

1. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Keszehatan;

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

f. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala

tentang

Kabupaten Karawang.

Dinas |
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

1.
e
8.

Menguasai operasional komputer; dan

Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perizinan di bidang kesehatan, khususnys perizinan
tenaga pelayanan medis.

Eeterlkaitan

Peralatan Pelaksana :

Lo S

Formulir [sian sccara elektronilk;
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda aktivitas;




| Peringatan

1 e

| Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
 Izin Kerja Tenaga Gizi tidak berjalan dengan baik sesuai dengan
prinsip pelayanan prima.

Pencatatan dan Pendstasn :

1. Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten

Karawang;

2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Kerja Tenaga Gizi, dalam
bentuk PDF meliputi ;

AL
b
c.
d
e.

f.
g

h.

KTP dan NPWP Pemohon;

ijazah;

Surat Tanda Register Tenaga Gizi (STRTGz);

surat keterangan sehat dari dokier yang mempunyai surat
izin praktik;

surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan |
keschatan;

pas foto berwarna terbaru berlatar belakang merah;
rekomendasi dari kepala dinas keschatan; dan

rekomendasi dari Organisasi Profesi,

3. [lzin (yang telah ditandatangani);
4, Register lzin dan Arsip; dan
5. Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN KERJA TENAGA GIZI

T ——— Mutu Baku
Back Office
No. Altifitas Walktn Output
Pemohon | Front offics Sub
Verifikator | o o ator Keordinator
! |Pengnjuan Permchonan lan Kena
kambalika

Tenaga Gizi di lengkap: persyaratan - :m 2
2 |Memenksa Kelengkapan dolcumen

persyaratan Izin Kerja Tenaga Gazi ¢

a. Jika lengkap, proses pemenksaan Tidak Koo insi

dilanjutican; atau LGS melalul sistem

b. Jiks tidak lengkap, permohonan :/>.~

dikembalilcan kepada pemohon unmk ™ Tidak

|titengkapi. iy
3 |Validasi Persyaratan : N o |

a. Jika valid, permohonan diproses lebih ™ 1 ! Persetujuan

lanput; atau 1 Hari Kerja Draf

b. Jika tidak valid, permohonan

dikembaliloan untuk diperbaili.
4 [Persetujuan [ konfirmasi

EL i & Hari Karja Draft lnn

3 . : : s

Penerbitan Izin Kerja Tenaga Gini 1 Hari Kerja fzin Terbit
& (Penennmaan [nn Kerja Tenaga Giri oleh Izin diterima

pemohon I:}( pemohon
7 |Selesai 7 Hari Kerja




O e (S e o L e

Nomor SOP 25 -
Tanggal Pembuatan 11 November 2020
Tanggal Revisi 12 April 2022
“Tanggal Efektil
Disahkan Oleh 'BUPATI EARAWANG
Nama SOP Izin Praktik Tenaga Gizi
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
T Undang Undang Nemor 36 Tahun 2000 tentang Kesehatan; | 1, Memahami telnis pelayanan lzin Praktik Tenaga Gizi;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga | 2. Menguasai operasional komputer; dan
Keschatan; 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
3  Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang denpan perizinan di bidang kesehatan, khususnya perizinan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; tenaga pelayanan medis.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinann dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanen Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang,.
Keterlkaitan Peralatan Pelaksana :

T e L el

Formulir Isian secara elektronik;
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda aktivitas,;




Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
Izin Praktik Tenaga Gizi tidek berjalan dengan baik sesuai
dengan prinsip pelayanan prima,

1. Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten
EKarawang,

2. Dokumen persyaratan permohonan lzin Praktik Tenaga Giz,
dalam bentuk PDF meliputi :

f.

E-
h.

Ao oW

KTP dan NPWP Pemohon;

ijazah;

Surat Tanda Register Tenaga Gizi (STRTGz);

surat keterangan schat dari dokter yang mempunyal surat
izin praktik;

surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan
kesehatan;

pas foto berwarna terbaru berlatar belakang merah;
rekomendasi dari kepala dinas kesehatan; dan
rekomendasi dari Organisasi Profesi,

3. Ilzin (yang telah di tanda tanganil;
4, Register [zin dan Arsip; dan
5. Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI

Pelakeana Mutu Baku
No. Aktifitan Y —— Back Office
- e Verilikstor Sub Heordinator
Hoordinator
! |Pengajuan Permohonan Inn Prakuk
Tenaga Gin di lengkapt persyaratan dikembalikan €=
&,
2 |Memeriksa Kelenglkapan dokumen
persyaratan [zin Praktk Tenaga Giz -
a. Jika lengkap, proses pemeriksaan Ticiak
dilanjutkan: atau 1 Hari Keija Mamor nesi
b. Jika tidak lengkap, permohonan >/> melalul sistem
dikembalikan kepada pamohon untk N Tidak
dilenglcapi. Y2
3 |Validas: Persyaratan : ‘_/\ ]
a. Jika valid, permohonan diproses lebih *'\/’ Ya
lanjut: atau 1 Havl Kera Fersetujuan
b. Jika tidak valid, permohonan Draf
dikembalikan untuk diperbaiks.
4 |Persemyjuan / konfirmas:
| ; 4 Han Kerja Drafi tzin
5 |Penerbitan Izin Praktik Tenaga Gin
:: 1 Hari Kerja Izim Tarbit
& |Penerimaan lzin Praktik Tenaga Gin
oleh pemohon i.' }‘_ Izin diterima
pemohon

=

Salesm

7 Harl kera




| Nomor SOP 26
Pembuatan 11 November 2020
Tanggal Revisi 12 April 2022
| Tanggal Efektil
Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG
Nama SOP Izin Kerja Perckam Medis

Dasar Hukum :

Kualiikasi Pelaksana ;

1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

1, Memahami teknis pelayanan lzin Kerja Perekam Medis;

2. Undang-Undang Momer 36 Tahun 2014 tentang Tenaga | 2, Menguasai operasional komputer; dan
Kesshatan, 3. Memshami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
7 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang dengan perizinan di bidang kesehatan, khususnys perizinan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinta; tenaga pelayanan medis.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Penyclenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Medal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten karawang.
Keterkaitan PeralatanPelaksana :
- 1. Formulir Ieian secara elektronik;
2. Alat Tulis Kantor,
3. Jaringan Internet;
4. Seperangkat Komputer; dan
5. Agenda aktivitas;




Peringatan :

Pencatatan dean Pendataan

Jilea prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
lzin Kerja Perekam Medis tidak berjalan dengan baik sesuai
dengan prinsip pelayanan prima.

1. Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten
KEarawang,

2. Dokumen persyaratan permohonan lzin Kerja Perekam Medis,
dalam bentuk PDF meliputi :

a,
b.

A op

E-

h

KTP dan NPWP Pemohon;

ijazah;

Surat Tanda Register Perckam Medis (STRPM]);

gurat keterangan sehat dari dokier yang mempunyai surat
izin praktik;

surat pernyatasn memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan
kesehatan;

pas foto berwarna terbaru berlatar belakang merah;
rekomendasi dari kepala dinas kesehatan; dan

rekomendasi dari Organisasi Profesi.

3. lzin (vang telah ditandatangani);
4, Register [zin dan Arsip; dan
5. Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

Potabunin Mutu Baku
N Aktifitan Back Office
= 2 Pemohon | Front alfice Sub -
Verifilmtor A Koordinatos Walrn Outp
1 |Pengajunn Permchonan lzin Kega
Perekam Medis di lengkapi persvaraan : _}' dljr'l'lblil:.m
2 (Memeriksa Kelengkapan dokumen
persyaratan Izin Kenja Perekam Medis :
a. Jika lengkap, proses pemerniksanan Tickak
filaaiyiatloan; atau s HDM:.H |.-H,_
Je NS s 1tﬂ-ﬁkﬂF- Fﬁmm meialui sisTem

dikembaliktan kepada pemohon untuk

’ O_ Ticlak

3 |Validas: Parsyaratan : _.:'
a. Jikna valid, permohonan diproses lebib Ya Persetujuan
S 1 Hari Ranjs D-I:':’
b. Jika tidak valid, permohonan
i |Persenguan [ konfirmass
-‘“1_' | & Hari Kerja Deaft izin
5 |Penerbitan Izin Kerna Perekam Medis
1 Heri Kerja Izin Terbit
& |Penerimann Irin Kerja Perekam Medis e
olahk pemchon ::;mr:.:l:l
T | Selesad 7 Hari Keija




Nomor SOP 27

Tanggal Pembuatan 11 November 2020

Tanggal Revisi 12 April 2022 =

Tanggal Efektil

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG .

Nama SOP Izin Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan (IUPKL)

Dasar Hulium :

Kuahlifikas iPelaksana:

=

1.

2

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor OB Tahun 2013
tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup serta Penerbitan lzin Lingkungan;
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

Peraturan Daerah Ksbupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanen Terpadu Satu
Pintu; dan

Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang.

1. Memahami teknis pelayanan lzin Usaha Pengelolaan Kebersihan
Lingkungan;
2. Menguasai operasional komputer; dan

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perizinan di bidang lingkungan hidup.




Keterkaitan

PeralatanPelaksana:

SOP Persetujuan AMDAL atau UKL-UPL;

| 1. Formulir Isian secara elektronik;
2. Alat Tulis Kantor;

3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pengumuman /publikasi permohonan lzin Lingkungan wajib
dilakukan oleh instansi vang menerbitkan izin.

1.

2

------ i

Karawang,

Dokumen persyaratan permohonan Izin Lingkungan, dalam
bentuk PDF meliputi:

g, Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokepi
KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan
dikuasakan kepada orang lain);

b. KTP dan NPWP Pemohon; dan

c. Salinan Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) yang
telah disahkan dan dilegalisir cleh instansi yang berwenang.

Keputusan lzin dan Keputusan Penolakan lzin (yang telah
ditanda tangani);

Register [zin dan Arsip; dan
Tanda Terim#a.




FLOWCHART IZIN USAHA PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN (IUPKL)

AKTIFITAS

PELAKSANA

Sub Koordinater

Koordinator

BACK
OFFICE

HEPALM DINAS l"EI'I.IIi-’I-F!‘EI!TEH

Walkitu

Pengaiian Peimahonan loin Usshs
mmw&

e
2 & halanghapan, da ks B s el e

pemohanen ke Usake Pengelolsas
Kabgishan Linglungan

Tiduk

[Ferdaian kebona sn (valdas]) persyestan
permohonanlsn Lsaha Fengelalaan
Webersihan Linglkungan

L ]

4.§>__

Tiduk

THasi Kesja

i

Updating dstaPersehupian lon Lssha
| Penpeiolasn Kebersina Lingkungan

LE ]

Penandatanganan Persshiuan lon Lsaha
Pergelolasn Kebetoban Lingkhungan

Togph

Haii Kerja

Panaroran Persstuuan zin Usshs Pengsiolaan
K wbarsihan Lingkungan
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Nomor SOP 28
Tanggal Pembuatan 11 November 2020
Tanggel Revisi 14 April 2022
Tanggal Efektif '
Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG
Nama SOP lzin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen
Dasar Hukum : Hualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan | L. Memahami teknis pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame Non
Keuangan Pemerintah Pusat dan Dacrah; Permarnen;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Daerah, sebagaimana telah  diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawsng Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun
2019 tentang lzin Penyelenggaraan Reklame;

Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modsl Dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu
Kabupaten Karaweng.

Peraturan Bupati Karawang Nomor & Tahun 2022 tentang
Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 3 Tahun 2019 tentang lzin Penyelenggaraan Reklame.

2. Menguasai operasional komputer; dan

3, Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perizinan reklame,




Keterkaitan :

Perzlatan Pelaksana :

1. Formulir [sian secara elektronik;

wos R

Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;
Seperangkat Komputer; dan
Agenda Aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelag.ranan'
lzin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen tidak berjalan
dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.

1.

2.

Permohonan disampaikan secara Online melalui Portal DPMPTSP
Kabupaten Karawang,

Dokumen persyvaratan lzin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen,
dalam bentuk PDF meliputi:

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-ktp);
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;

. Nomor Induk Berusaha;

. Gambar atau skeisa Feklame;

. Naskah Reklame;

Gambar atau denah titik lokasi Reklame;

_ Bukti hak kepemilikan dan/atau penguasaan atas lahan dan/atau
bangunan gedung untuk Reklame yang ditempatkan di luar sarana
dan prasarana Daerah;

h.lzin Sewa Lahan/lzin Pemanfaatan Barang Milik Daerah, untuk
reklame yang ditempatkan pada tanah/lahan dan/atau bangunan
pedung milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

i. Bukti sewa lahan untuk reklame yang ditempatkan bukan pada
tanah/lahan dan/atau bangunan gedung milik atau yang dikuasai
oleh Pemerintah, Pemerintah Provingi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten;

j. Surat pernyataan persetujuan bermaterai cukup dar pemilik atau

m & 8 A D




pihak lain yang menguesai lahan dan/atau bangunan gedung,
apabila Penyelenggaraan Reklame diselenggarakan di lahan
dan/atau bangunan gedung milik pihak lain; dan

k. Surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan
kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan
atas penyelanggaraan reklame.

1. Bukti surat setoran pajak dan/atau surat setoran sewa lahan;




FLOWCHART IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME NON PERMANEN
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Nomor SOP

29

Tanggal Pembuatan

11 November 2020

Tanggal Revisi | 14 April 2022

Tanggal Efektl

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama SOP [zin Penyelenggaraan Reklame Permanen

Dasar Hakum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah, sebagaimana telah  diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun
2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karaweng.

Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

1.
2.
.

Memahami teknis pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
Menguasai operasional kemputer; dan

Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perizinan reklame.




—

Peralatan Pelaksana :

o T

Formulir Isian secara elektronik;
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda Aktivitas.

o

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
lzin Penyelenggaraan Reklame Permanen tidak berjalan dengan
baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.

2.

Permohonan disampaikan secars Online melalui Portal DPMPTSP
Kabupaten Karawang,

Dokumen persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen, dalam |
bentuk PDF meliputi:

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik {e-kip);
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;

e, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin  Mendirikan
Bangunan (IMB}, dalam hal tempat pemasangan Reklame ukuran
sedang dan /atau ukuran besar;

d. Surat lIzin Pemasangan Reklame, untuk permohonan perpanjangan |
Izin Penyclenggaraan Reklame; [

e. Nomor Induk Berusaha;

f. Gambar atau sketsa Reklame;

g. Naskah Reklame;

h. Gambar atau denah titik lokasi Reklame;

i. Foto terbaru rencana lokasi pemasangan Reklame dengan ketentuan:
1. Dibuat paling lama 7 (tujuh] har sebelum tanggal permohonan;

2. Pemotretan diambil dari 3 (tiga) arah dengan jarak paling jaul 10
{sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat
peletakan Reklame yang dimohonkan; dan

3. Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari 2




|dua) arah.

j. Bukti hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan atas Lahan dan/atau |
Bangunan Gedung untuk reklame yang ditempatkan di luar Sarana |
dan Prasarana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten;

k. Izin Sewa Lahan/lzin Pemanfaatan Barang Milik Daerah, untuk
reklame yang ditempatkan pada tanah/lahan dan/atau bangunan
gedung milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

1. Bukti sewa lahan untuk reklame yang ditempatkan bukan pada
tanah/lahan dan/atau bangunan gedung milik atau yang dikuasai
oleh Pemerintah, Pemerintah Provingi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten,

m.Surat pernyataan persctujuan bermaterai cukup dari pemilik atau
pihak lain yang menguasai lahan dan/atau bangunan gedung,
apabila Penyelenggaraan Reklame diselenggarakan di  lshan
dan /atau bangunan gedung milik pithak lain; dan

n. Surat pernyataan kesanggupan bermaterai culup yang menyatakan
kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan
atas penyelanggaraan rekiame.

o. Bukti jaminan pertanggungan [ Asuransi;

p. Bukti jaminan biaya pembongkaran;

q. Bukti surat setoran pajak dan/atau surat setoran sewa lahan;




FLOWCHART IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME PERMANEN
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Nomor SOP 30 _

Tanggal Pembuatan = 11 November 2020

Tanggal Revisi 14 April 2022

| Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama SOP Izin Pendirian Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah
s Menengah Pertama

| Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana;

1.

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Taehun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun
2009 tentang Sistern Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubshan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor B8 Tahun 2009 tentang Sistem
Penyelengegaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;

Peraturen Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

‘1. Memahami teknis pelayanan lzin Pendirian Satuan Pendidikan
untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

2. Menguasai operasional komputer; dan

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perizinan di bidang pendidikan,




6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tehun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang.

Keterkaitan:

PeralatanPelaksana:

1.

2

.

4
o

Formulir lsian secara elektronik;
. Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

. Seperangkat Komputer; dan

. Agenda Aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur i tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
Izin Pendirian Satuan Pendidikan untuk Selolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertamsa tidak berjalan dengan baik sesuai
dengan pringip pelayanan prima,

1.

2,

Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten
Karawang;

Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendinan Satuan
Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Pertama, dalam bentuk PDF meliputi:
a. KTP Pendin/Penanggung jawab;

b. Akte Pendirian dan/fatau perubahannya serta telah mendapat
Pengesahan dari Menteri Hulkum dan HAM;

. Data status kepemilikan tanah /sertifikat;
. IMB/PBG:;
. NIB;

Dokumen Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan
(RIPS) paling singkat 5 (lima) tahun yang memuat:

1] Hasil studi kelayakan;
2] 1si pendidikan;
3) Jumiah dan kualifixasi pendidik dan tenaga kependidikan;

m e BN




4) Sarana dan prasarana pendidikan;
5) Pembiayaan pendidikan;
6) Sistern evaluasi dan sertifikasi,
7] Manajemen dan proses pendidikan.
g. Rekomendasi dari Dinas yang menangani pendidikan;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan untuk Sekolah Daser dan
Sekolah Menengah Pertama (yang telah ditanda tanganil;

Register [zin dan Arsip; dan
Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SBEKOLAH MENENGAH PERTAMA
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Nomor SOP 31 ]
| Tanggal Pembuatan | 11 November 2020
Tanggal Reviai 14 April 2022
| Tanggal Efektif =

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama SOP lzin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok
= Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuam Paud Sejenis

Dasar Hulkum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Peraturen Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
telgh diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggarasan
Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor B4
Tehun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini:

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun
2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kerawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang BSistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang:

Peraturan Daerah Kabupaten Kerawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu BSatu Pintu
Kabupaten Karawang.

1. Memahami teknis pelayanan lzin Mendirikan Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak
dan Satuam Paud Sejenis;

2. Menguasai operasional komputer; dan

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perizinan di bidang pendidikan.




Keterkaitan:

| PeralatanPelaksana:

L.
2,
2
4.
s.

Formulir Isian secara elektronilk;
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda Aktivitas.

Peringatan : ;

Pencatatan dan Pendataan 'Ev

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
lzin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk
Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuam Paud
Sejenis tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip
pelayanan prima.

I

2.

Permohonan secara Online melalui Portal DPMPFTSP Kabupaten
Karawang;
Dekumen persyaratan permohonan [zin Mendirikan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini untuk HKelompok Bermain, Taman
Penitipan Anak dan Satuam Paud Scjenis, dalam bentuk PDF
meliputi:
a. KTP Pendiri/Penanggung jawab;
b. Susunan pengurus dan rincian tugas;
¢. Rekomendasi teknis dari Dinas yang menangani pendidikan
vang meliputi :
1) hasil penilaian kelayakan;
2) Rencana pencapaian standar penyelenggaraan Kelompok
Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Scjenis
paling lama 5 (lima) tahun.

d. Akte Pendirian dan/atau perubahannya serta telah mendapat

sahan dari Menteri Hukum dan HAM (apa bila
berbentuk badan hukum);
lzin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk

Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuam Paud
Sejenis (yang telah ditanda tangani);

Register Izin dan Arsip; dan

Tanda Terimea.




FLOWCHART IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK
DAN SATUAN PAUD SEJENIS
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Nomeor SOP az
‘Tanggal Pembuatan 11 November 2020
Tanggal Revisi _ 14 April 20232 |
Tanggal Efektif = =
Digahkan Oleh BUPATI KARAWANCG
Nama SOP Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Taman
Kanak-Kanak dan TK Luar Bissa
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem | 1, Memahami teknis pelayanan lzin Mendirikan Satuan Pendidikan
Pendidikan Nasional Anak Usia Dini untuk Taman Kanak-Kanak dan TK Luar Biasa;

9. Peraturan Pemerinteh Nomor 17 Tahun 2010 tentang | 2. Menguasal operasional kemputer; dan
olaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana - - ;
teich Mubal: dengan Peretiian Pemerintah Nomor 66 Tabun | > Mamshami persturan prundang undangan: - yeng heckmitan
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor ERETTL TR BFe '
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karaweng Nomor 8 Tahun
2009 tentang Sistem Penyelengparaan Pendidikan di
Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;

5. Permturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang.




Keterkaitan:

PeralatanPelaksana:

1
2
3
4
5

. Formulir Isian secara Elﬂlﬂ:l'ﬂﬂll:.-kl
. Alat Tulis Kantor;
. Jaringan Internet;

. Seperangkat Komputer; dan
. Agenda Aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan !

e

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Taman
Kanak-Kanak dan TK Luar Biasa tidak berjalan dengan baik
sesual dengan prinsip pelayanan prima.

1.

2.

Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten
Karawang;

Dokumen persyaratan permohonan lzin Mendirikan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini untuk Taman Kanak-Kanak dan TK

Luar Biasa, dalam bentuk PDF meliputi:
1} KTP Pendiri/Penanggung jawab;
2] Busunan pengurus dan rincian tugas;
3] Rekomendasi teknis dari  Dinas
pendidikan yang meliputi :
a] hasil penilaian kelayakan;
b} Rencana Induk Pengembangan [RIF) TK/TKLB,

¢| Rencana pencapalan standar penyelenggaraan
TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun.

4) Akte Pendirian dan/atau perubahannya serta telah
mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
(apa bila berbentuk badan hulkum];

Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Taman
Kanak-Kanak dan TK Luar Biasa (yang telah ditanca tangani);

Register Izin dan Arsip; dan
Tanda Terima.

yang menangani




FLOWCHART IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK TAMAN KANAK-KANAK DAN TK LUAR BIASA
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Nomor SOP 33
Tanggal Pembuatan 11 November 2020
Tanggal Revisi 14 Apnl 2022
| Tanggal Efektif __
Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG
Nama SOF lzin Mendirikan Satuan Pendidikan NonFormal Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nemor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor B Tahun
2009 tentang Sistern Penyelenpgaraan Pendidikan di
Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang,

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1. Memahami teknis pelayanan Izin Mendirikan Satuan Pendidikan
NonFormal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKF);

2. Menguasai operasional komputer; dan

3, Memahami peraturan perundang-undangan vyang berkaitan
dengan perizinan di bidang pendidikan.




7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karawang.

Keterkaitan: Peralatan Pelaksana:
- 1. Formulir lsian secara elektronik;
2. Alat Tulis Kantor,
3. Jaringan Internet;
4. Scperangkat Komputer; dan
5. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan | 1. Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten
Izin Mendirikan Satuan Pendidikan NonFormal Lembaga Kursus Karawang;
dan Pelatihan (LKP) tidak berjalan dengan baik sesuai dengan | o  poao oo persyaratan permohonan Izin Mendirikan Satuan

prinsip pelayanan prima.

Pendidikan NonFormal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKF],
dalam bentuk PDF meliputi:

a. Akte Pendirian dan Keputusan pengesahan pendirian
dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM;

b. KTP Penanggung Jawab Lembaga Pelatihan Kegja;
NPWP Lembaga Pelatihan Kerja;

Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Perjanjian
Sewa atas sarena dan prasarana Kantor dan Tempat
Pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

e. Persyaratan Teknis yang disetujui oleh Dinas yang
menanggani Pendidikan di Kabupaten Karawang;

f. Profil Lembaga Pelatihan Kerja yang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Lembaga Pelatihan Kerja, yang
sekurang-kurangnya memuat.




1)
2)

3
4

5)
&)

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;

Daftar Riwayat Hidup Instruktur bersertifikat
kompetensi dan tenaga pelatihan;

Program Kerja Lembaga Pelatihan Kerja dan rencana
pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;

Program Pelatihan Kerja berbasis kompetensi yang
akan disclenggarakan,

Kapasitas Pelatihan pertahun;

Daftar Sarana dan Prasarana Pelatihan sesuai dengan
Program Pelatihan yang aksn diselenggarakan.

3, lzin Mendirikan Satuan Pendidikan NonFormal Lembaga Kursus
dan Pelatihan (yang telah di tanda tangani);

4, Repgister dan Arsip; dan
5. Tanda Terima.




FLOWCHART IZ7IM MENDIRIK AN SATUAN PENDIMMKAN MON FORMAL LEMBAGA KUASUS DAN PELATIHAN [LFK]
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Nomor SOF 34
Tanggal Pembuatan 11 November 20020
| Tanggal Revisi 14 April 2022
_Tangggl Efektif |
Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG
Nama SOP ' Izin Mendirikan Satuan Pendidikan NonFormal Kelompok Belajar (KB

Dasar Hukum:

i Kualifikasi Pelaksana:

is

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Momor 17 Tehun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun
2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Karawang scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 8 Tshun 2009 teniang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;

Peraturan Daersh Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pinty; dan

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelengparaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1. Memahami tcknis pelayanan lzin Mendirikan Satuan Pendidikan
i NonFormal Kelompok Belajar (KB);

| 2. Menguasai operasional kemputer; dan
a.

| Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
i denpan perizinan di bidang pendidikan.




7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karawang,

Keterkaitan:

Peralatan Pelaksana:

1.

@k oM

Formulir lsian secara elektronik;
Alat Tulis Kantor,

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda Aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan |

lzin Mendirikan Satuan Pendidikan NonFormal Kelompok Belajar
(KB) tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan
prima.

1.

2.

Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten

Karawang,

Dokumen persyaratan permohonan lzin Mendirikan Satuan

Pendidikan NonFormal Kelompok Belajar (KB), dalam bentuk

PDF meliputi:

a. Akte Pendirian dan Keputusan pengesahan pendirian
dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM,;

b. KTP Penangpung Jewab Kelompok Belajar;
c. NPWP Kelompok Belajar;

Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Perjanjian
Sewa atas sarana dan prasarana Kantor dan Tempat
Kelompok Belajar untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun;

e. Persyaratan Teknis yang disetujui oleh Dinas yang
menanggani Pendidikan di Kabupaten Karawang;

f. Profil Kelompok Belajar yang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Kelompok Belajar, yang sekurang- |




kurangnya memuat:

1}
2)

3
4)

3)
&)

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas,

Daftar Riwayat Hidup Instruktur bersertifikat
kompetensi dan tenaga Kelompok Belajar;

Program Kerja Kelompok Belgjar dan rencana
pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;

Program HKelompok Belajar berbasis kompetensi yang
akan diselenggarakan;

Kapasitas Kelompok Belajar pertahun;

Daftar Sarana dan Prasarana Kelompok Belajar sesuai
dengan Program Kelompok Belajar yang akan
diselenpgarakan.

Izin Mendirikan Satuan Pendidikan NonFormal Kelompok Belajar
(yang telah di tanda tangani);

Register dan Arsip; dan

Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN MENDIFIKAN SATUAN PENDIDIKAN NMON FORMAL KELODMPOK BELAJAR [KB]
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Nomeor SOP 35

Tanggal Pembuatan 11 November 2020

Tangpal Revisi 14 April 2022

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama SOP lzin Mendirikan Satuan Pendidikan NenFormal Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (FKBM)

Diasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksansa:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Momer 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor B Tahun
2000 tentang Sistem Penyelengparaan Pendidikan di
Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan dacrah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dacrah Kabupaten
Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten karawang;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pinti; dan

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenpgaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinta;

Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang

1. Memahami teknis pelayanan lzin Mendirikan Satuan Pendidikan
NonFormal Pusat Keglatan Belajar Masyarakat (PKBM);

2. Menguasal operasional komputer; dan

3. Memahami persturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perizinan di bidang pendidikan.

= Th



Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karawang.

Keterkaitan:

Peralatan Pelaksana:

L.

Formulir Isian secara elektronik;

2. Alat Tulis Kantor;

U

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda Aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayvanan
Izin Mendirikan Satuan Pendidikan NonFormal Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat [PEBM] tidak berjalan dengan baik sesuai
dengan prinsip pelayanan prima.

1.

Permohonan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kabupaten
Karawang,

Dokumen persyvaratan permohonan lzin Mendirikan Satuan
Pendidikan NonFormal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
{(PKBEM), dalam bentuk PDF meliputi:

a. Akte Pendirian dan Keputusan pengesahan pendirian
dan /atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM;

KTP Penanggung Jawab Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat,
c. NPWP Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
d. Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Perjanjian
Sewa atas sarena dan prasarana Kantor dan Tempat Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat untuk sekurang-kurangnya 3
(tiga) tahun;

e, Persyaratan Teknis yang disetujui oleh Dinas yang
menanggani Pendidikan di Kabupaten Karawang;

f Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat vang
ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat, yang sckurang-kurangnya memuat:




1}

2

3]

4]

3]

&)

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;

Daftar Riwayat Hidup Instrulkitur bersertifikat
kompetensi dan tenaga Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat;

Program Kerja Pusat Kegiatan Belajar Masvarakat dan
rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;

Program Pusat Kegaiatan Belajar Masyarakat berbasis
kompetensi yang akan diselenggarakan;

Kapasitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
pertahun;

Daftar Sarana dan Prasarana Pusal Kepiatan Belajar
Masyarakat sesuai dengan Program Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat vang akan diselenggarakan.

3. lzin Mendirikan Satuan Pendidikan NonFormal Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (yang telah di tanda tangani);

4, Register dan Arsip; dan

5. Tanda Terima.




FLOWCHART IZIN MENDIRIKAN SATUAN FENININKAN NON FORMAL PUSAT EEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT [FEBRM]
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Nomor SOF 36
Tanggal Pembuatan 11 November 2020
| Tanggal Revisi 14 April 2022
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG
Nama SOP Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal Majelis Taklim [MT)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenpggarasn Pendidilan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun
2009 tentang BSistem Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan daerah Kabupaten Kerawang Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang,

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.

2,
<

Memahami teknis pelayanan lzin Mendinkan Satuan Pendidikan
Nonformal Majelis Taklim (MT);

Menguasai operasional komputer; dan

Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perizinan di bidang pendidikan.




7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan
Penandatan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Eepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karaweng.

Kaeterkmitan:

Peralatan Pelaksana:

ol R A

Formulir Isian secara elektronik;
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan
Agenda Aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
lzin Mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal Majelis Taklim
(MT) tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan

prima.

1.

2.

Permohoenan secara Online melalui Portal DPMPTSP Kﬁ.ﬂupaten

Karawang,

Dokumen persyaratan permohonan [zin Mendirikan Satuan

Pendidikan Nonformal Majelis Taklim (MT), dalam bentuk FDF

meliputi:

a. Akte Pendirian dan Keputusan pengesahan pendiran
dan/atan perubahan sebagai badan hukum vang disahlkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM;

b. KTP Penanggung Jawab Majelis Talklim;
c. NPWP Majelis Taklim;

Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Perjanjian
Sewa atas sarana dan prasarana Kantor dan Tempat Pusat
Kegiatan Belgjar Masyarakat untuk sckurang-kurangnya 3
(tiga) tahun;

e. Persyaratan Teknis yang disetujui oleh Dinas yang
menanggani Pendidikan di Kabupaten Karawang;

f.  Profil Majelis Taklim yang ditandatangani oleh Penanggung
Jawab Majelis Taklim, yang sekurang-kurangnya memuat:




1) Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;

2] Daftar Riwayat Hidup Instruktur bersertifilkat
kompetensi dan tenaga Majelis Taklim;

3] Program Kerja Majelis Taklim dan rencana pembiayaan
selama 3 (tiga) tahun,

4) Program Majelis Taklim berbasis kompetensi yang
ekan diselenggarakan;

5] Kapasitas Majelis Taklim pertahun;

6) Daftar Sarana dan Prasarana Majelis Taklim sesuai

dengan Program Majelis Taklim yang akan
diselenggarakan.

3. lzin Mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal Majelis Taklim
{vang telah di tanda tangani);

4. Register dan Arsip; dan

5. Tanda Terima.
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Nomor 80P 37
| Tanggal Pembuatan 11 November 2020
Tanggal Revisi 14 April 2022
Tanppal Efelktil
Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG
Nama SOP Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF]

Diasar Hulkam:

Hualifikasi Pelaksana:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun
2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan daecrah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun |

2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; dan

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sata Pintu;

1. Memahami teknis pelayanan lzin Mendirikan Satuan Pendidikan
Nonformal (PNF);

2. Menguasai operasional komputer; dan

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perizinan di bidang pendidikan.




7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Neon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang,

Keterkaitan:

Peralatan Pelalksana:

i

8w

5. Agenda Aktivitas.

Formulir Isian secara elektronik;
Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Seperangkat Komputer; dan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

. s e,

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan lain
Mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) tidak berjalan
dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.

2.

Karawang,

Dokumen persyaratan permohonan lzin Mendirikan Satuan
Pendidikan Nonformal (PNF), dalam bentuk PDF meliputi:

a. Akte Pendirian dan HKeputusan pengesahan pendirian
dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM,

b. KTP Penangpung Jawab Pendidikan Nonformal (PNF);
NPWP Pendidikan Monformal (PNF);

d. Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah stau Perjanjian
Sewa atas sarana dan prasarana Kantor dan Tempat Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat untuk sekurang-kurangnya 3
(tiga) tahun;

e. Persyaratan Tekmiz yang disetujui oleh Dinas yang
menanggani Pendidikan di Kabupaten Karawang;

{. Profil Pendidikan Nonformal (PNF) yang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Pendidikan Nonformal (PNF), vang
sekurang-kurangnya memuat:

L




1)
2)

3)
4)

3)
6)

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;

Daftar Riwayat Hidup Instrukiur bersertifikar
kompetensi dan tenaga Pendidikan Nonformal,
Program Kerja Pendidikan Nonformal dan rencana
pembiayaan selama 3 [tiga) tahun;

Program Pendidikan Nonformal berbasis kompetensi
yang akan diselenggarskan;

Kapasitas Pendidikan Nonformal pertahun;

Daftar Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal

sesual dengan Program Pendidikan Nonformal yang
akan diselenggerakan.

Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal (yang telah di tanda

tangani);

Register dan Arsip; dan

Tanda Terima.
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